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A. Latar Belakang

*

Gambar 1. Fasilitas produksi PT SGS Unit Java Wood Pellet di Kawasan Industri Terpadu Batang.

PT SGS Unit JWP merupakan produsen biomassa yang berlokasi di Batang, Provinsi Jawa Tengah,
dengan kapasitas produksi hingga 250.000 ton per tahun. Produksi biomassa di PT SGS Unit JWP
memanfaatkan batang kayu kualitas rendah yang tidak memenubhi kriteria industri kayu gergajian,
serta limbah kayu seperti potongan veneer dari fasilitas produksi kayu lapis. Selain itu, residu dari
kegiatan pemanenan (misalnya ranting pohon) pada unit manajemen hutan dengan luas < 500 ha juga
digunakan sebagai bahan baku. Jenis pohon yang digunakan antara lain: sengon (Paraserianthes
falcataria), jabon (Anthocephalus sp.), dan mahoni (Swietenia mahagony).

Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik berkelanjutan, PT SGS Unit JWP telah menerima
sertifikat Green Gold Label (GGL) pada November 2025. Sertifikat ini mencakup bahan baku biomassa
kategori 5 menurut standar GGL, yaitu berupa limbah atau residu proses produksi. Dengan kapasitas
produksi yang semakin tinggi, kebutuhan bahan baku juga meningkat. Menyikapi hal ini, kami
mengajukan adanya penambahan kategori bahan baku 2, yaitu kayu yang berasal dari hutan dengan
luasan < 500 hektar. Penambahan kategori ini mengharuskan kami untuk mematuhi prinsip-prinsip
yang ada di dalam standar GGLS5 Forest Management Criteria, salah satunya adalah pelaksanaan
verifikasi supplier.
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Demi memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan, kami mengundang akademisi, pelaku
bisnis, institusi pemerintahan, maupun pihak yang memiliki ketertarikan terhadap produksi biomassa
untuk memberikan saran dan masukan terhadap dokumen verifikasi supplier kami.

B. Green Gold Label
' 3 <

Green Gold Label (GGL) merupakan skema sertifikasi biomassa internasional yang didirikan pada tahun
2002 dan dikelola oleh Green Gold Label Foundation. Sertifikasi ini mencakup seluruh rantai pasok
mulai dari perolehan bahan baku, pemrosesan/produksi, dan transportasi hingga pemanfaatan akhir
untuk aplikasi bioenergi dan biobased.

Skema ini berlaku untuk berbagai jenis biomassa: biomassa kayu (wood pellet); residu pertanian
(cangkang kelapa sawit, sekam padi dsb); serta biolikuida. Dengan rekam jejak yang kuat dalam
verifikasi dan penelusuran biomassa berkelanjutan, GGL mengandalkan lembaga independen yang
terakreditasi sebagai pihak ketiga untuk memastikan kredibilitas dan integritas sertifikasinya.

C. Verifikasi Supplier

Verifikasi supplier adalah proses penilaian pemasok bahan baku wood pellet, dalam konteks PT SGS
Unit JWP adalah CV. Galius Group yang mendapatkan pasokan kayu dari jaringan petani hutan di
wilayah Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan oleh komite yang terdiri dari beberapa anggota, masing-
masing mewakili berbagai divisi yang berbeda di PT SGS Unit JWP dan memiliki keahlian/kemampuan
untuk melakukan penilaian seluruh indikator dalam dokumen Standar GGLS 5 Forest Management
Criteria. Terdapat 11 prinsip utama yang dinilai, dengan rangkuman penilaian terhadap masing-masing
prinsip dapat dilihat pada Tabel 1.

D. Mekanisme Penyampaian Saran/Masukan

Penyampaian saran atau masukan terhadap Evaluasi Basis Pasokan dapat dilakukan melalui beberapa
cara:

e Secara langsung melalui Tim Lapangan PT SGS Unit JWP

e Secara tertulis melalui email: sustainability@sampoernakayoe.co.id dengan subyek “GGL PT SGS
Unit JWP”;

e Melalui surat ke Kantor Utama PT SGS Unit JWP
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Alamat:

PT Sumber Graha Sejahtera (Unit Java Wood Pellet)

Kawasan Industri Terpadu Batang 1.4 Fase 1

Ketanggan, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah, Indonesia 51281

Seluruh tanggapan yang diterima hingga tanggal 23 Maret 2026 akan dicatat dalam log konsultasi,
kemudian ditinjau secara transparan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai. Dengan
demikian, proses sertifikasi GGL tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga mencerminkan
partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.




Author ESD

Date Feb 2026

SAMPOERNA KAYOE

Tabel 1. Rangkuman Verifikasi Supplier PT SGS Unit JWP

1 Prinsip 1 — Kepatuhan Bahan baku biomassa harus berasal | Pengelolaan kehutanan di Indonesia diatur melalui regulasi, antara
terhadap hukum dan dari sumber yang sah, mematuhi lain:
regulasi lokal, nasional, semua hukum dan peraturan yang a. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang
dan internasional berlaku, termasuk terkait hak atas Penyelenggaraan Kehutanan.
tanah, izin penebangan, dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
perlindungan keanekaragaman No. 8 Tahun 2021 tentang tata hutan, penyusunan rencana
hayati. pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada hutan

lindung dan hutan produksi. Regulasi ini menetapkan
persyaratan legal terkait perizinan berusaha, perencanaan,
dan pemetaan dalam pengelolaan hutan.

Dalam konteks pemasok/rantai pasok kami, kayu berasal dari petani
hutan rakyat yang mengelola dan memanen kayu di lahan milik
pribadi (hutan rakyat), bukan pada areal konsesi hutan negara.
Dengan demikian, persyaratan perizinan berbasis konsesi tidak
berlaku.

Petani hutan rakyat yang memasok kayu mampu menunjukkan bukti
kepemilikan lahan yang sah, berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). Verifikasi dokumen ini
memastikan hak legal petani untuk menggunakan dan mengelola
lahannya. Para petani membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan
SPPT yg ditagihkan.

2 Prinsip 2 — Perlindungan Sumber bahan baku tidak boleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kehutanan
Keanekaragaman Hayati/ berasal dari kawasan yang memiliki Republik Indonesia melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam
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Nilai Konservasi Tinggi
(HCV)

nilai konservasi tinggi (seperti hutan
lindung, kawasan dengan spesies
langka, atau ekosistem unik). Jika
ada risiko, harus ada langkah
pencegahan untuk melindungi nilai
tersebut.

(BKSDA) telah secara resmi menetapkan kawasan konservasi di
wilayah tersebut, termasuk cagar alam dan kawasan lindung lainnya
yang mengandung Nilai Konservasi Tinggi (NKT), seperti
keanekaragaman hayati, ekosistem, jasa ekosistem, dan nilai
konservasi pada tingkat lanskap, antara lain:
e Cagar Alam Ulolanang Kecubung (SK Menhut No.
106/Menhut-11/2004)
e Cagar Alam Peson Subah | (SK Menhut No. 82/Menhut-
11/2004, 10 Maret 2004)
e Cagar Alam Peson Subah Il (SK Menhutbun No. 435/KPTS-
11/1999, 15 Juni 2000)
e Cagar Alam Gunung Butak (SK Mentan No.
5/KPTS/UM/2/1975)
e Taman Wisata Alam Sumber Semen (SK Mentan No.
54/KPTS/UM/2/1975, 1 Februari 1975)
e Taman Wisata Alam Telogo Warno/Telogo Pengilon (SK
Mentan No. 740/KPTS/UM/11/1978)

Berdasarkan hasil verifikasi data spasial terhadap lokasi pemasok
dan area sumber bahan baku yang memasok ke PT SGS Unit JWP,
tidak terdapat lahan pemasok yang berada di dalam, berbatasan
langsung, maupun tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang
telah ditetapkan atau lokasi yang teridentifikasi memiliki Nilai
Konservasi Tinggi (NKT).

Dengan demikian, tidak terdapat indikasi bahwa kegiatan
pengadaan bahan baku berdampak terhadap kawasan konservasi
resmi maupun area NKT yang telah ditetapkan.

Prinsip 3 — Kualitas dan
kesehatan hutan harus
dijaga dan ditingkatkan

Menjaga kualitas ekosistem hutan,
mencakup:

Seluruh indikator dalam prinsip ini relevan untuk skala hutan
tanaman industry (HTI), namun tidak berlaku bagi pengelolaan
hutan masyarakat skala kecil. Skala operasional para petani hutan
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- kesehatan tanah dan area
yang rawan erosi seperti
daerah aliran sungai (DAS)

- kualitas air tanah dan
permukaan

- siklus karbon dan nutrien

- pemrosesan limbah secara
aman (jika ada)

yang memasok bahan baku kepada supplier PT SGS Unit JWP
dianggap kecil/berintensitas rendah, sehingga secara fundamental
berbeda dari hutan tanaman industri yang memerlukan perlakuan
atau intervensi khusus (misalnya penggunaan pestisida dan bahan
kimia).

Selain itu, tidak ada penggunaan alat berat atau peralatan lain
dengan konsumsi bahan bakar fosil tinggi oleh para petani hutan.
Dengan demikian, potensi dampak negatif yang dihasilkan dari
kegiatan pengelolaan hutan mereka bersifat minimal sehingga
dapat diabaikan.

Prinsip 4 — Kapasitas
produksi kayu dan hasil
hutan bukan kayu (HHBK)
harus dijaga untuk
keberlanjutan hutan

Penentuan etat atau jatah tebang
tahunan dan juga penjagaan dari
eksploitasi HHBK (illegal logging dan
perburuan liar).

Tidak berlaku — seluruh indikator dalam prinsip ini relevan untuk
hutan tanaman industri, tetapi tidak untuk petani hutan skala kecil
yang memiliki kepemilikan legal atas Ilahannya. Kegiatan
pemanenan dilakukan secara tidak teratur berdasarkan kebutuhan
rumah tangga (tebang butuh), bukan berdasarkan target produksi
yang direncanakan. Oleh karena itu, tidak terdapat kapasitas
produksi yang terdefinisi, sistem rotasi, maupun kerangka
perencanaan hasil yang sebanding dengan pengelolaan hutan
tanaman industri.

Pemanenan dapat dilakukan melalui sistem tebang pilih maupun
tebang habis, tergantung pada permintaan pasar atau pembeli.
Pola-pola ini telah dibahas secara luas dalam berbagai publikasi
ilmiah (lihat Budiaman et al., 2024; Achmad & Diniyati, 2015;
Hamdani et al., 2015).

Prinsp 5 — Tidak
menggunakan organisme
hasil modifikasi genetic
(GMO)

Benih pohon yang digunakan bukan
merupakan hasil modifikasi genetik.

Tidak berlaku — penggunaan pohon hasil rekayasa genetika
(genetically modified trees) untuk produksi kayu di Indonesia sangat
jarang dan tidak dipraktikkan secara komersial, berbeda dengan
beberapa komoditas pertanian. Faktor utama yang membatasi
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penerapannya adalah tingginya biaya teknologi, sehingga GMO sulit
diakses oleh pihak di luar lembaga akademik atau korporasi besar.

Prinsip 6 — Sistem
manajemen untuk
pengelolaan hutan
berkelanjutan

Sistem pengelolaan mencakup:

tujuan jangka panjang
termasuk aspek sosial,
ekonomi, dan ekologi
etat tebangan

budget planning

peta hutan

Pada tingkat pemasok, sistem manajemen diterapkan melalui
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penebangan dan
penanaman yang terdokumentasi dalam Manual Perusahaan. SOP
Penebangan dan Penanaman bertujuan memastikan bahwa bahan
baku kayu diperoleh secara legal, efisien, aman, dan berkelanjutan,
serta menjaga keberlanjutan tegakan melalui praktik silvikultur yang
tepat, kegiatan penanaman kembali, dan kepatuhan terhadap
persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan
(K3L/HSE).

Melalui SOP tersebut, petani hutan didorong untuk
menyeimbangkan kegiatan penebangan dengan penanaman
kembali. Meskipun pendekatan pengelolaan pada hutan rakyat
berbeda dengan HTI, praktik keberlanjutan tetap diterapkan secara
proporsional sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan. Dalam
konteks hutan rakyat, penetapan kawasan konservasi formal dan
sistem rotasi tetap berdasarkan umur tegakan tidak selalu dapat
diterapkan, karena keputusan pemanenan juga dipengaruhi oleh
kebutuhan rumah tangga (tebang butuh).

Secara keseluruhan, keberadaan dan penerapan SOP tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan
suatu sistem manajemen yang terstruktur dan sesuai dengan
karakteristik petani hutan skala kecil.

Prinsip 7 — Produksi
biomassa tidak merusak
serapan karbon (carbon
sink)

Bahan baku tidak berasal dari:

lahan gambut
lahan yang dikeringkan

lahan basah yang dikonversi

setelah 1 Januari 2008

Indikator ini menegaskan bahwa bahan baku untuk produksi
biomassa tidak boleh berasal dari lahan yang:

7.1 diklasifikasikan sebagai ekosistem gambut pada atau setelah 1
Januari 2008;
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- hutan tanaman industri yang
dikonversi dari hutan primer
setelah 31 Desember 1997

7.2 telah dikonversi dari lahan basah menjadi ekosistem yang lebih
kering pada atau setelah 1 Januari 2008;

7.3 diklasifikasikan sebagai hutan tanaman industri yang dibangun
melalui konversi hutan alam setelah 31 Desember 1997.

Namun, ketiga kondisi tersebut tidak relevan dengan hutan yang
dikelola oleh pemasok/petani hutan rakyat yang dievaluasi oleh PT
SGS Unit JWP, karena tipe ekosistemnya merupakan hutan lahan
kering sekunder.

Sebagaimana diketahui, ekosistem gambut di Indonesia mencakup
sekitar 13,43 juta hektare yang tersebar di empat pulau utama, yaitu
Sumatra, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi (urut berdasarkan luas;
Anda et al.,, 2021). Jawa tidak termasuk dalam lokasi sebaran
ekosistem gambut di Indonesia. Lokasi sumber bahan baku dalam
cakupan evaluasi tidak berada pada bentang lahan gambut maupun
lahan basah yang dikonversi.

Prinsip 8 — Penggunaan
biomassa tidak
menghasilkan hutang
karbon jangka panjang

Penebangan dan pemanenan harus
mempertimbangkan simpanan
karbon jangka panjang:

- kurang dari setengah
volume kayu yang dipanen
digunakan sebagai produksi
biomassa

Pada tingkat pemasok, sistem manajemen diterapkan melalui
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penebangan dan
penanaman yang terdokumentasi dalam Manual Perusahaan. SOP
Penebangan dan Penanaman bertujuan memastikan bahwa bahan
baku kayu diperoleh secara legal, efisien, aman, dan berkelanjutan,
serta menjaga keberlanjutan tegakan melalui praktik silvikultur yang
tepat, kegiatan penanaman kembali, dan kepatuhan terhadap
persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan

(K3L/HSE).
Melalui SOP tersebut, petani hutan didorong untuk
menyeimbangkan kegiatan penebangan dengan penanaman

kembali. Meskipun pendekatan pengelolaan pada hutan rakyat
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berbeda dengan HTI, praktik keberlanjutan tetap diterapkan secara
proporsional sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan. Dalam
konteks hutan rakyat, penetapan kawasan konservasi formal dan
sistem rotasi tetap berdasarkan umur tegakan tidak selalu dapat
diterapkan, karena keputusan pemanenan juga dipengaruhi oleh
kebutuhan rumah tangga serta karakteristik tegakan campuran.

Secara keseluruhan, keberadaan dan penerapan SOP tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan
suatu sistem manajemen yang terstruktur dan sesuai dengan
karakteristik petani hutan skala kecil.

9 Prinsip 9 — Produksi Biomassa yang bersumber dari Prinsip ini tidak berlaku untuk konteks penilaian supplier PT SGS
biomassa tidak boleh sistem dari sistem penanaman Unit JWP, karena lahan hutan rakyat yang dikelola oleh petani hutan
mengakibatkan Perubahan | bioenergi baru yang dibangun memilik luasan < 500 hektar.

Penggunaan Lahan Tidak setelah 1 Januari 2008 wajib
Langsung (Indirect Land- dibuktikan memiliki risiko ILUC yang
Use Change atau ILUC) rendah.
Note: hanya berlaku untuk unit
pengelolaan hutan > 500 hektar.
10 | Prinsip 10 — Hak-hak dasar | Produksi biomassa harus Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 menjamin kebebasan

pekerja di sektor
kehutanan harus
dilindungi

menghormati hak pekerja (termasuk
kebebasan berserikat, besaran upah
minimum sesuai standar yang
berlaku, dan deklarasi konvensi
International Labour
Organization/ILO)

berserikat bagi pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab. Secara internasional, hak tersebut juga dijamin
melalui Konvensi ILO.

Saat ini belum terdapat serikat pekerja di CV Galius Group. Namun,
perusahaan berkomitmen untuk menghormati Konvensi ILO, dan
berdasarkan wawancara dengan perwakilan pemasok, tidak ada




SAMPOERNA KAYOE

Author ESD

Date Feb 2026

pembatasan bagi pekerja untuk membentuk serikat, meskipun
belum ada inisiatif pembentukan.

Kegiatan pemanenan dilakukan secara tidak rutin (tebang butuh)
dengan sistem tenaga kerja informal, baik melalui upah harian
maupun borongan berdasarkan volume panen. Intensitas
pemanenan biasanya meningkat pada musim hujan untuk
mengurangi risiko pohon tumbang. Upah harian yang diterima
pekerja, jika diakumulasikan per bulan, melebihi Upah Minimum
Regional (UMR) di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sistem upah
harian juga disesuaikan dengan preferensi pekerja lokal yang
memilih pembayaran tunai sesuai hari kerja.

11 | Prinsip 11 — Kesehatan
dan keselamatan pekerja
di sektor kehutanan harus
dilindungi

Terdapat identifikasi risiko K3,
program K3 termasuk training dan
penggunaan APD yang sesuai
dengan risiko pekerjaan.

Supplier berkomitmen menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
untuk semua orang yang berada di wilayah kerjanya, sesuai dengan
rekomendasi dari Kode Praktik ILO untuk Keselamatan dan
Kesehatan Pekerjaan Kehutanan (ILO Code of Practice on Safety and
Health in Forestry Work) dan komitmen ini tercantum pada SOP K3
di dalam Manual Perusahaan CV. Galius Group.

PT SGS Unit JWP juga mendukung implementasi K3 dengan
mendistribusikan APD kepada CV. Galius Group dan supplier lainnya,
berupa sepatu boots, helm, dan masker.

Sumber: Hasil penilaian komite pada bulan Des 2025 — Feb 2026.
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